
 

 
 

        

BUPATI MANOKWARI  

PROVINSI PAPUA BARAT 

 

PERATURAN BUPATI MANOKWARI 

NOMOR 60 TAHUN 2021 

 

TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  

TAHUN 2022 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

 

BUPATI MANOKWARI, 

 

Menimbang  :  a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah 

Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD); 

  b.  bahwa untuk efektif, efisien dan tepat sasaran kegiatan 

pembangunan, sehingga terwujud konsistensi antara 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan 

pengawasan, serta untuk menciptakan kemandirian, maka 

perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

Tahun 2022;  

  c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 

2022;  

 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang 

Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten-

Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran 

SALINAN 



Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2097); 

  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembara 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  

  3.  Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 

Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 

2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 

Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4884);  

  4.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);  

  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);  

  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 

NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);  

  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);  

  8.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4700);  



  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011      

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6398); 

   10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  

   11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4578);  

   12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005 tentang Tata 

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663); 

   13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);  

   14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4614);     



   15.  Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata 

Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4664);  

   16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat, dan 

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 

19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);  

   17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4815);  

   18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4817);  

   19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 

   20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6178);  

   21.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);  



   22.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

   23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781);  

   24.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 

tentang tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 496);  

   25.  Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 36 Tahun 

2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

(RPJP) Kabupaten Manokwari Tahun 2006-2025;  

   26.  Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 5 Tahun 

2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

Kabupaten Manokwari Tahun 2013-2033; 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MANOKWARI TENTANG RENCANA 

KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari. 

2. Kabupaten adalah Kabupaten Manokwari. 

3. Bupati adalah Bupati Manokwari. 



4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

DPRD Kabupaten Manokwari. 

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPJP 

adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode selama 

Tahun 2006-2025. 

6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen 

perencanaan untuk periode selama 1 (satu) tahun. 

7. Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Renja PD adalah 

dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah. 

8. RKPD Tahun 2022 adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 

Manokwari Tahun 2022. 

 

BAB II 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

 

Pasal 2 

RKPD Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah  

dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2022 

dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. 

 

Pasal 3 

RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan RKPD 

Tahun Kedua dari RPJM Tahun 2021-2025 yang berisi program-program 

strategis dan prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kabupaten 

maupun dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah 

Provinsi, maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. 

 

Pasal 4 

(1) RKPD Tahun 2022 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai 

berikut: 

BAB I : Pendahuluan 

BAB II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan 

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan 

BAB III : Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan 

Keuangan Daerah 



BAB IV : Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah 

BAB V : Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah 

BAB VI : Penutup 

(2) Uraian secara rinci RKPD Tahun 2022 dimaksud pada ayat (1) dimuat 

dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 5 

RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 digunakan sebagai: 

a. pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD); dan 

b. pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Rancangan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2022. 

 

Pasal 6 

Dalam rangka menyusun RAPBD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada 

Pasal 5 ayat (2): 

a.  Pemerintah Kabupaten menggunakan RKPD Tahun 2022 sebagai bahan 

Pembahasan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran 

dengan DPRD; dan  

b. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten menggunakan 

RKPD Tahun 2022 dalam melakukan Pembahasan Rencana Kerja Anggaran 

Perangkat Daerah (RKA - PD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

PENUTUP 

 

Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Manokwari. 

 

 

Ditetapkan di Manokwari 

pada tanggal 7 Juni 2021 
 

BUPATI MANOKWARI, 

 

   CAP/TTD    

 

HERMUS INDOU 

 

 

 

Diundangkan di Manokwari 

pada tanggal 7 Juni 2021 

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI      

  

       CAP/TTD    

 

MERSIYANAH DJALIMUN 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2021 NOMOR 60 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

 

 

SIMSON DOWANSIBA 

PEMBINA TINGKAT I 

NIP. 19760316 200312 1 006 

 

 
 
 

 
 


